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Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan
antara individu-individu dalam masyarakat Dalam tradisi hukum di

daratan Eropa (civil law) dikenal pembagian hukum menjadi dua yakni hukum
politik dan hukum privat atau hukum perdata. Dalam sistem Anglo-

Saxon (common law) tidak dikenal pembagian semacam ini.

1. Hukum Perdata Yang Berlaku Di Indonesia
Salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki
pada subyek hukum dan hubungan antara subyek hukum.Hukum
perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai lawan dari hukum
publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan negara serta
kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara), kegiatan
pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara),
kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan
antara penduduk atau warga negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan
seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan
usaha dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya.

Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda,
khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab
undang undan (dikenal KUHPer.g hukum perdata) yang berlaku

di Indonesia tidak lain adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk
Wetboek (atau dikenal dengan BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan
diberlakukan di Indonesia (dan wilayah jajahan Belanda) berdasarkan asas
konkordansi.

2. Sejarah Singkat Hukum Perdata
Hukum yang berlaku di Indonesia tidak lepas dari hukum Eropa. Pada tahun
1804 atas prakarsa Napoleon terhimpunlah hukum perdata dalam satu
kumpulan praturan yang bernama “code civil de francis” atau disebut juga “cod
napoleon” yang ditetapkan sebagai sumber hukum di Belanda setelah bebas dari
penjajahan Perancis.

Setelah beberapa tahun merdeka, bangsa memikirkan dan mengerjakan
kodifikasi dari hukum perdata. Tepatnya 5 Juli tahun 1830 kodifikasi ini selesai
dengan terbentuknya BW(Burgerlijk Wetboek) dan WVK(Wetboek Van
Koopandle) ini adalah produk Nasional-Nederland yang isinya berasal dari Code
Civil des Francis dari Code de Commerce.

Kedua undang-undang ini berlaku di Indonesia dengan azas koncodantie (azas
politik hukum). Dan sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil (KUHP)
untuk BW (Burgerlinjk Wetboek). Sedangkan KUH Dagang untuk WVK(Wetboek
Van Koopandle).

3. Pengertian & Keadaan Hukum Di Indonesia
Yang dimaksud dengan Hukum Perdata ialah hukum yang mengatur hubungan
antara perorangan di dalam masyarakat. Perkataan Hukum Perdata dalam arti



yang luas meliputi semua Hukum Privat materiil dan dapat juga dikatakan
sebagai lawan dari Hukum Pidana.

Untuk hukum privat materiil ini ada juga yang menggunakan dengan perkataan
hukum sipil, tetapi oleh Karena perkataan sipiil juga digunakan sebagai lawan
dari militer maka yang lebih umum digunakan nama Hukum Perdata saja, untuk
segenap peraturan hukum Privat materiil ( Hukum Perdata Materiil ).

Dan pengertian dari Hukum Perdata ialah hukum yang memuat segala peraturan
yang mengatur hubungan antara perseorangan di dalam masyarakat dan
kepentingan dari masing-masing orang yang bersangkutan. Dalam arti bahwa di
dalamnya terkandung hak dan kewajiban seseorang dengan seseuatu pihak
secara timbale balik dalam hubungannya terhadap orang lain di dalam suatu
masyarakat tertentu.

4. Sistematika Hukum Perdata Di Indonesia
Sistematika Hukum Perdata itu ada 2, yaitu sebagai berikut:

- Menurut Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan

- Menurut Undang-Undang/Hukum Perdata

Sistematika Menurt Ilmu Hukum/Ilmu Pengetahuan terdiri dari:

- Hukum tentang orang/hukum perorangan/badan pribadi (personen recht)

- Hukum tentang keluarga/hukum keluarga (Familie Recht)

- Hukum tentang harta kekyaan/hukum harta kekayaan/hukum harta benda
(vermogen recht)

- Hukum waris/erfrecht

Sistematika hukum perdata menurut kitab Undang-Undang hukum perdata

Buku I tentang orang/van personen

Buku II tentang benda/van zaken

Buku III tentang perikatan/van verbintenisen

Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa/van bewijs en verjaring



Apabila kita gabungkan sistematika menurut ilmu pengetahuan ke dalam
sistematika menurut KUHPerdata maka:

- Hukum perorangan termasuk Buku I
- Hukum keluarga termasuk Buku I

- Hukum harta kekayaan termasuk buku II sepanjang yang bersifat absolute
dan termasuk Buku III sepanjang yang bersifat relative



